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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/9/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR

Menimbang

Mengingat

103/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN

EKSPOR DAN IMPOR BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kebijakan ekspor dan impor beras, perlu melakukan
perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Beras;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan
Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata




Menetapkan :

s

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 103/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR DAN IMPOR BERAS.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1891) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

Impor Beras untuk keperluan tertentu guna memenuhi

kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong yang

tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri,

dapat dilakukan untuk:

a. Beras Pecah dengan tingkat kepecahan 100% (seratus
persen);

b. Beras Ketan Pecah dengan tingkat kepecahan 100%
(seratus persen);

c. Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling
tinggi 5% (lima persen);

d. Tepung Beras; dan

e. Tepung Beras Ketan.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (1a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:




(1)

(1a)

(2)

Pasal 19
Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U yang telah

mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.

Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf ¢ hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan
Umum BULOG yang telah mendapatkan Persetujuan

Impor dari Menteri.
Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (1a) kepada Direktur Jenderal.

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 20
Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), perusahaan harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada

Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

a. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;

b. API-U;

c. bukti penguasaan gudang sesuai dengan
karakteristik produknya berupa Tanda Daftar
Gudang (TDG);

d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi
perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan
Impor sebelumnya;

e. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon
yang menyatakan tidak memiliki afiliasi atau
hubungan kepemilikan dengan perusahaan lain
yang bergerak di bidang perberasan; dan

f. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertanian atau




.

pejabat yang ditunjuk yang memuat keterangan
mengenai nama dan alamat importir, jenis beras,
volume beras per pelabuhan tujuan, Pos Tarif/HS,
tingkat kepecahan, merek, berat kemasan, negara

asal, dan masa berlaku Rekomendasi.

(1a) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana

(2)

(3)

(4)

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (la), Perusahaan
Umum BULOG harus mengajukan permohonan secara

elektronik kepada Menteri dengan melampirkan API-U.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f disampaikan oleh Kementerian Pertanian
secara online melalui http://inatrade.kemendag.go.id.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (la) dinyatakan lengkap dan benar,
Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor
paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (la) dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak

menerbitkan Persetujuan Impor.

Ketentuan Pasal 21 huruf b diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21

Persetujuan Impor untuk Impor Beras sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) memuat informasi paling

sedikit mengenai:

a.

b.

- 0 o 0

> ®

nomor dan tanggal penerbitan API-U;

nomor dan tanggal Rekomendasi Impor, untuk impor
beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
nama dan alamat importir;

jenis Beras;

volume Beras per pelabuhan tujuan;

Pos Tarif/HS;

tingkat kepecahan;

merk kemasan;
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berat kemasan,;

negara asal;

tujuan penggunaan dan/atau pemasaran,

nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan

masa berlaku Persetujuan Impor.

Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28A
Eksportir dan Importir Beras wajib melaporkan dan
mengajukan permohonan perubahan Persetujuan
Ekspor dan Persetujuan Impor terhadap setiap
perubahaan terkait dengan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (2),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (1a)
dan Pasal 26 ayat (1).
Eksportir Beras dapat mengajukan permohonan
perubahan Persetujuan Ekspor dalam hal terdapat
perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS,
jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat dan/atau
negara tujuan ekspor.
Importir Beras dapat mengajukan permohonan
perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat
perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS,
jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau
pelabuhan tujuan impor.
Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Ekspor
dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Eksportir dan Importir harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan
melampirkan:
a. dokumen yang mengalami perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan




b. Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor.

(5) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Eksportir harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan
melampirkan:

a. Persetujuan Ekspor;
surat pernyataan bermaterai cukup dari
eksportir mengenai alasan pengajuan
permohonan perubahan Persetujuan Ekspor; dan

c. Rekomendasi dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian atau pejabat yang
ditunjuk, untuk Ekspor Beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan
ayat (3).

(6) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Importir harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan
melampirkan:

Persetujuan Impor;

b. surat pernyataan bermaterai cukup dari importir
mengenai  alasan  pengajuan permohonan
perubahan Persetujuan Impor; dan

c. Rekomendasi dari yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian
atau pejabat yang ditunjuk, untuk impor:

1) Beras keperluan tertentu yang terkait
dengan kesehatan/dietary dan konsumsi
khusus/segmen tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b,
huruf d, dan huruf e; dan

2) Beras yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
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(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Direktur Jenderal atas
nama Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan
Ekspor atau Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara

lengkap dan benar.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29

(1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:

a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6;

b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 26;

c. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan

d. perubahan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A,

hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui

http://inatrade.kemendag.go.id.

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure)
yang mengakibatkan sistem elektronik melalui
http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi,
pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara manual.

7. Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Beras diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, kecuali ketentuan Pasal 12 huruf d dan huruf e
yang mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal S5 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1397

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kcr(Lntenan Perdagangan

/@ ?_\ﬁ_,m&m Hukum,
7N NI

-




LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-DAG/PER/9/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 103/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR DAN IMPOR BERAS

JENIS BERAS YANG DAPAT DIEKSPOR

No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN
1 2 3 4
10.06 Beras
1. | 1006.30.30 -- Beras Ketan
-- Lain-lain

- Beras yang diproduksi
melalui sistem pertanian
organik dengan tingkat
kepecahan paling tinggi
25%;

- Beras yang diproduksi
melalui sistem pertanian

2. | Ex. 1006.30.99 --- Lain-lain organik dengan tingkat
kepecahan paling tinggi
5%; dan/atau

- Beras yang tidak
diproduksi melalui sistem
pertanian organik dengan
tingkat kepecahan paling
tinggi 25%

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

—




LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

74 /M-DAG/PER/9/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

NOMOR

PERDAGANGAN

103/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR DAN IMPOR BERAS

JENIS BERAS YANG DAPAT DIIMPOR

No | Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan
1 2 3 4
10.06 Beras
1006.30 - Beras setengah giling
atau digiling seluruhnya,
disosoh atau dikilapkan
maupun tidak:
1. | Ex.1006.30.30 | -- Beras ketan Beras Ketan Utuh
2. |Ex.1006.30.40 | -- Beras Thai Hom Mali Beras Thai Hom Mali dengan

tingkat kepecahan paling
tinggi 5% (lima persen)

-- Lain-lain:
3. | Ex.1006.30.91 | --- Beras setengah masak Beras Kukus
4. | Ex.1006.30.99 | --- Lain-lain - Beras Japonica dengan
tingkat kepecahan paling
tinggi 5% (lima persen)

— Beras Basmati dengan
tingkat kepecahan paling
tinggi 5% (lima persen)

- Beras tingkat kepecahan
paling tinggi 25% (dua
puluh lima persen)

1006.40 - Beras pecah:
5. | Ex.1006.40.90 | -- lain-lain — Beras Pecah 100%
— Beras Ketan Pecah 100%
11.02 Tepung serealia selain | -
gandum atau meslin
1102.90 - Lain-lain
6. |Ex. 1102.30.10 | -- Tepung beras - Tepung Beras

- Tepung Beras Ketan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

etariat Jenderal
//,\ (S est ian Perdagangan
/’f‘%ﬂ/ ro Hukum,
i*t {n%
\ :“’ \\\\
N7
N

M. SYIST

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA
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